
BUPATI HALMATIERA BARAT
JAILOLO

ITIPT'TUSAII EUPATI IIALIi,TAIIERA BARAT
NOMOR: V7-A lr<l,'rcl y f 2a2s

TENTANG

PEIIUilJUXAIT STAF NHUSUS BUPATI I{ALII,IAIIERA BARAT
BIDAITG I{TBIJAITAIT KTUAITGAIY

DALA!fi MEIITDUKUITG PTI TELEIIG{}ARAAS PTMTRIITTA}IAIT DATRAII
KABUPATEIY I{AI,MA}IERA BARAT

TATIU$ 2A26

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menata penyetrenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanal kemasyarakatan agar ne4atan sesuai
ketentuan peraturan perundalg-undangan, diperlukan penguata., kapasitasdan kapatrilitas sumber daya manusia iparatur -dalam 

mendiukung
penyelenggaraal pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompieksnya berbagai permasaiahan daiam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Halmsfr6r'6 Barat serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang xilqlat<an Keuangan
Daram Mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah

c. Lrahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditelapkan Keputusan Bupati Helmshsrs Barat tentang
Penunjukan Staf Khusus Bupati Hatma6sr. Barat Bidang Kebijakai
Keuangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A2S;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang Pembentukan traerah-daerah
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
menjadi Undang undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yalg
bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tatrun 2000 tentang Perubahan atas Un6ang-
undang Nomor 46 ?ahun 1999 tent-ang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukal Kabupaten
Halm6hsr'2 Utara, Kabupaten Haknahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Haknahera Timur dan Kota Tidore Kepulluan di brovinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang PerbendaharaJn Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang l.lomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusaat dan pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Pembahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OL1 tentang Pemtrentukan peraturan
Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang Perangkat naerah;
14- Peraturan Pemerintatr Nomor 11 Tatrun 2AL7 tentang Manajemen pegawai

Negeri Sipil;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraiuran Pemerintah i'[omor i2 Tahun 2Ai9 tentang Pengeloiaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Afi tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri l'Iomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentanp;
Pemtrentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedomaa
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2A. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
teniang Pemtrentr-rkan dan Susunan Perangkat Daerah Kairurpaien
Halmahera Barat;

27. Peraturan Daerah KaLrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2t
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2A'25
tentang Anggaran Pendapatan rJan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O'25;

'23. Peraturan Bupati Halmahera Barat No*ror 1 Tahun 2A'25 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
ifaLmahera Bai:at Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab.
HaLmahera Barat Nomor: 800.1.3.1/0801'2A25 Perihal : Pengusulan Staf
Khusus Bupati.

MEMUTUSKAN :

Mene'r-apkan

KBSATU Menunjuk Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Kebijakan Keuangan
Daiam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
lprnonlrrm narlo T amniran I{enrrirrsqn ini

Ps\rq Lurrr

Masa kontrak keq'a Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalarn
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung mulai
tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Buian Desember Tahun
20'25.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud lliktum Kedua, se,nl,aktu-waktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau
bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.

Status dan kedudukan serta hak-hak Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan
Keuangan Dalam ivlendukung Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah dapat
diberikan tunjangan kinerja clengan besaran Rp. 5.OOO.OOO,- (Lima Juta
Rupiah).

Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukuug
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seiain memperoleh tunjangan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula <ii-berikan iambahan
penghasilan lain sepanjang tidak berientangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah.

Staf Khusu"s Bupali Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. l,4emberikan bahan rxasukan, kajian dalam pernrnusan kebijakan Bupati di
Bidang Keuangan Dalam Mendukung PenSrelenggaraan Peareriniahan
Daerah -yang mencakup pela3,,'anan administrasi keuangan, pemerintahan"
pemlrangunan dan kemasyarakatan;

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

15.

i6.

17.

18.

19.

KELIMA :

KtrtrNAM :



a-J-

b. Melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan,yang urgen dan
strategis di biciang keuangan;

c- Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Daerah;

d. Memantau dan melakukan kajianlanalisis terharlap kebijakan Daerah
bidang keuangan agar sesuai dengan Visi dan fuIisi Bupati serta kebutuhan
Daerah;

e. Tugas-tugas khusus iain -yang diberikan oleh Bupati.

KETUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
PenSzelenggaraan Pemerintahan l)aerah dalam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepad.a Bupati.

I{trDELAPAI{ : Segaia biaya _yang akan timbul seLragai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Kabupaten
Halmahera Barat.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkal.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 3a. 2G2s

BUPATI BARAT,

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepaia BKAD Kab. Haimahera Barat di Jaiioio,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Flukum & Orgs

PF^'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah k
h
Y



LAMPIRAN

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERT{ BAIA{T
NOMOR i 37-A /Kr,,IS/ T /2O2s
TANGGAL ' tq J A"vv htut 2A25

DAFTAR SUSUi.{AN STAF KHUSUS BUPAT] TiALiviAi{trRA BARAT BIDANG
KtrBIJAKAN KEUAI{GAN DALAM MENDUKUNG PtrNYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT TAHUN
2425

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAITIES UA![G

NO. NAMA JABATAN
BESARAN

TUNJANGAN

firp]
KtrT.

I I.IALGER ARTENIS, S.AP

Staf Khusus Bupati
Bidang Hebijakan
Keuangan 5.000.000,-

2 M. NOFRIZAL AMIR
Staf Khusus Bupati
Bidang Kebijakan
Keuangan 5.000.000,-

3 UDIN BAKAR
Staf Khusus Bupati
Bidang Kebijakan
Keuangan 5.000.000,-

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs


